
 
 

 

 
 
 

 
BUPATI KOTABARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR  20 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KOTABARU,  

Menimbang : a. bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 
Pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
belum diatur mengenai Pelayanan Persampahan untuk 
Los Terbuka/Halaman Terbuka; 

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor: 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 
Mei 2015 atas uji materiil Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009, yang berakibat pada dibatalkannya 
penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
pengaturan perhitungan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor  4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 



 
 

 

- 3 - 

 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015  Nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5679);  

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang   
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3981); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan 
Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk- Bentuk Pengamanan 
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5298);  
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap 
Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 28); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Izin Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
06); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
04) diubah sebagai berikut :  

1. Pasal 18 dihapus. 

2. Pasal 19 dihapus. 

3. Pasal 20 dihapus. 

4. Pasal 21 dihapus. 

5. Pasal 22 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 63 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l adalah 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum. 

7. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 65 

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur 
berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 

8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dubah dan ayat 
(3) dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 66 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan 
jasa pengawasan dan pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 
berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang 
habis pakai.  

(3) Dihapus. 

9. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 67 

(1) perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya 
penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait 
kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara 
Telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan 
Belanja Barang Habis Pakai. 

(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi 
dengan memperhitungkan faktor jenis Menara dan 
jarak tempuh. 

(3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagai berikut: 

RPMT = KJM+KJT+Tarif 
                        2 
Keterangan : 

RPMT = Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi 

KJM   = Koefisien Jenis Menara 

KJT    = Koefisien Jarak Tempuh 

(4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien Jenis Menara 

NO Jenis Menara Nilai Koefisien 
1. Menara Tunggal 1.1 
2. Menara Bersama 1.0 
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b. Koefisien Jarak Tempuh 

NO Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien 
1. Jauh 

(Kecamatan Sampanahan, 
Kecamatan Sungai Durian, 
Kecamatan Pulau Laut 
Barat, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kecamatan Pulau 
Laut Selatan, Kecamatan 
Pulau Laut Kepulauan, 
Kecamatan Pulau Laut 
Tanjung Selayar, Kecamatan 
Pamukan Selatan, Pamukan 
Utara, Pamukan Barat, 
Kelumpang Utara, 
Kelumpang Tengah, 
Kelupang Selatan, 
Kelumpang Barat dan 
Kecamatan Hampang) 
 

1.1 

2. Sedang 
(Kecamatan Kelumpang 
Hilir, Kecamatan Kelumpang 
Hulu dan Kecamatan Pulau 
Sebuku) 
 

1.0 

3. Dalam Kota 
(Kecamatan Pulau Laut 
Utara, Kecamatan Pulau 
Laut Timur dan Kecamatan 
Pulau Laut Tengah) 
 

0.9 

 Jumlah 3.0 

(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
sebesar Rp. 1.345.000,-  (satu juta tiga ratus empat 
puluh lima ribu rupiah) permenara per tahun. 

(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, 
dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 

(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

10. Ketentuan Lampiran IV Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dihapus. 
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11. Ketentuan angka 2 Pelayanan Pasar dalam Lampiran VI 
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar 
ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga 
Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

12. Ketentuan Lampiran XIII Struktur dan Besarnya tarif 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru. 

 
 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 26 September 2017 
 
BUPATI KOTABARU, 
 
ttd 
 
 
H. SAYED JAFAR 

 
 
Diundangan di Kotabaru 
pada tanggal 26 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 
 
 
ttd 
 
H. SAID AKHMAD 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2017 NOMOR 20 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : (131/2017) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
 
 
I.   UMUM 

 
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru, 

Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. 
Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotabaru 
harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah.  

Bagi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah 
mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa 
tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum. 

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 
03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, masih memuat 
ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, seharusnya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, Pengurusan dan penerbitan 
Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. 

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pasar 
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Pada perkembangannya 
dalam pelayanan pasar masih belum memuat mengenai struktur dan 
besaran tarif Pelayanan Persampahan untuk Los Terbuka/Halaman 
Terbuka. 

Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum tidak mengacu pada penjelasan Lampiran Pasal 
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, oleh karenanya belum dapat dilaksanakan. 
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Pada perkembangannya, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor: 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 atas 
uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, membatalkan penjelasan Pasal 124 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga pengaturan 
perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus 
disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 
 

II.   PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Angka 1 

  Pasal 18 

                           Cukup Jelas 

 Angka 2 

  Pasal 19 

                           Cukup Jelas 

         Angka 3 

  Pasal 20 

                           Cukup Jelas 

 Angka 4 

  Pasal 21 

                           Cukup Jelas 

         Angka 5 

  Pasal 22 

                           Cukup Jelas 

 Angka 6 

  Pasal 63 

                           Cukup Jelas 

         Angka 7 

  Pasal 65 

                           Cukup Jelas 

 Angka 8 

  Pasal 66 

                           Cukup Jelas 
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  Angka 9 

           Pasal 67 

  

DESKRIPSI BIAYA JUMLAH 
HARI 

BANYAK JUMLAH KET
. 

JUMLAH Menara = 143 

Frekuensi Kunjungan Menara per tahun = 2 

Jumlah rata-rata kunjungan per hari= 3 Menara per hari 

Keterangan: 

Misal: untuk menara-menara yang berlokasi didalam kota dapat 
dikunjungi 4-5 Menara per hari, untuk yang sedang 2-3 Menara 
per hari dan untuk yang jauh 1-2 Menara per hari. Sehingga 
secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 Menara per hari 

Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = 
(143x2)/3 = 96 hari 

1 Tim terdiri atas 3 orang 

Belanja 
perjalanan 
dinas (biaya 
rata-rata per 
tahun untuk 
seluruh 
kinjungan 
Menara 

     

Transportasi Rp. 
450.000 

96 hari 1 Tim Rp. 
42.200.000 

 

Uang harian Rp. 
400.000 

96 hari 3 Tim Rp. 
144.000.000 

 

Belanja 
barang habis 
pakai per 
tahun 

     

Pembelian 
ATK 

Rp. 
5.000.000 

 1 Thn Rp. 
5.000.000 

 

Total 
Belanja Per 
tahun 

   Rp. 
192.200.000 

 

Rata-rata 
pengawasan 
dan 
pengendalia
n atau tarif 
retribusi per 
tahun (total 
belanja 
dibagi 
jumlah 
Menara) 

   Rp. 
1.345.000,- 
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         Angka 10 

  Cukup Jelas. 

         Angka 11 

  Cukup Jelas. 

         Angka 12 

  Cukup Jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup Jelas. 
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